BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 2/ TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM

PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

. bahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan dan

pengangguran telah ditetapkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M);

. bahwa untuk pelaksanaan PNPM-Mandiri, Kementerian

Pertanian telah melaksanakan Program Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) berdasarkan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
09/Permentan/OT.140/2/2011 tentang Pedoman
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) juncto

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
11/Permentan/OT.140/3/2011: -

. bahwa untuk kelancaran dan percepatan pelaksanaan

program PUAP sesuai dengan perkembangan dan aspirasi
masyarakat, perlu untuk menetapkan kembali Pedoman
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);

. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang periu

untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor

09/Permentan/OT.140/2/2011 tentang Pedoman
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) juncto
Peraturan Menteri Pertanian Nomor

11/Permentan/OT.140/3/2011;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478);

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam; ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902 ); sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2008
perubahan ke tiga ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 4880 );



Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau; ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237 );

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4411);

. Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

66/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran
2011;

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/0T.140/2/2011

tentang PedomanUmum Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP);

MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA

AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2012

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah bagian dari
pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam
menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa

sasaran.



2. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri dari atas 4
(empat) sub-sistem, yang meliputi (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi
yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian
primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang
dihasilkan subsistem hulu; (c) subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan
memasarkan komoditas pertanian; dan (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan
yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-
lain.

3. Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) PUAP adalah kumpulan beberapa
kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala
ekonomi dan efisiensi usaha.

4. Kelompok tani (poktan) adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar
kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber
daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha
anggota.

5. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau
korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu,
usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.

6. Usaha produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh
petani/kelompok tani di perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai
transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.

7. Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa yang
terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil dari kelompok tani dan penyuluh
pendamping.

8. Penyuluh Pendamping adalah penyuluh pertanian yang ditugaskan oleh
BupatiValikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mendampingi petani,
kelompok tani dan Gapoktan dalam pelaksanaan PUAP.

9. Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian di bidang
keuangan mikro yang direkrut oleh Kementerian Pertanian untuk melakukan
supervise dan advokasi kepada penyuluh dan pengelola Gapoktan dalam
pengembangan PUAP.

10. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan penyuluh pendamping dan PMT
dalam rangka pemberdayaan petani, kelompok tani dan Gapoktan dalam
melaksanakan PUAP.

11.Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan dana kepada
petani’kelompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di perdesaan yang
disalurkan melalui GAPOKTAN dalam bentuk bantuan modal usaha.

12.Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan
agribisnis yang disusun oleh GAPOKTAN berdasarkan kelayakan usaha dan
potensi desa.

BAB I
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah:

a. mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan
pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi
wilayah;

b. meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan,
penyuluh dan Penyelia Mitra Tani;

c. memberdayakan kelambagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk
pengembangan kegiatan usaha agribisnis;

d. meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra
fembaga keuangan dalam akses ke permodalan.



Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran PUAP di Kabupaten Natuna sebagai berikut :

a. berkembangnya usaha agribisnis di desa penerima program PUAP sesuai
dengan potensi pertanian desa;

b. berkembangnya GAPOKTAN penerima program PUAP yang dimiliki dan
dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi;

c. meningkatnya kesejahteraan rumah tangga miskin, petani/peternak (pemilik dan
atau penggarap) skala kecil dan buruh tani;

d. berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai siklus usaha harian,
mingguan maupun musiman.

BAB i
INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Kesatu
Indikator Keberhasilan Output

Pasal 4

Untuk mencapai keberhasilan output antara lain :

a. tersalurkannya dana BLM-PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga
tani anggota gapoktan sebagai penambahan modal untuk melakukan usaha
produktif pertanian;

b. terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya
manusia pengelola gapoktan, penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani.

Bagian kedua
Indikator Keberhasilan Outcome

Pasal 5

Untuk mencapai keberhasilan outcome antara lain :

a. meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola
bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, penggarap, buruh tani
maupun rumah tangga tani;

b. meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang
mendapatkan bantuan modal usaha;

c. meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di
perdesaan;

d. meningkatnya pendapatan petani (pemilik, penggarap), buruh tani dan rumah
tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi desa.

Bagian Ketiga
Indikator Benefit dan Impact

Pasal 6

Sedangkan untuk mencapai indikator benefit dan impact antara lain :
a. berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di
lokasi desa PUAP;
b. berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan yang
dimiliki dan dikelola oleh petani;
c. berkurangnya jumlah tani miskin dan pengangguran di perdesaan.




BAB IV
POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PUAP

Bagian Kesatu
Pola Dasar

Pasal 7

(1) Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran
dana BLM-PUAP kepada Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif
petani dalam mendukung 4 (empat) sukses Kementerian Pertanian, yaitu :

a. swasembada dan swasembada berkelanjutan;
b. diversifikasi pangan;

c. nilai tambah, daya saing dan ekspor;

d. peningkatan kesejahteraan petani.

(2) Untuk pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komponen utama

dari pola dasar pengembangan PUAP yaitu :

a. keberadaan gapoktan;

b. keberadaan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani sebagai
pendamping;

c. pelatihan bagi petani, pengurus gapoktan dlii;

d. penyaluran dana BLM-PUAP kepada petani (pemilik dan atau penggarap),
buruh tani dan rumah tangga tani.

Bagian Kedua
Strategi Dasar

Pasal 8

Strategi dasar Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah :

a. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP;

b. optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin yang terjangkau;

c. fasilitasi modal usaha bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani
miskin;

d. penguatan kelembagaan Gapoktan, sebagai lembaga ekonomi yang dikelola
dan dimiliki petani.

BABV
ORGANISASI PELAKSANAAN PUAP

Bagian Kesatu
Tim Teknis Kabupaten

Pasal 9

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, Bupati membentuk Tim Teknis
PUAP tingkat kabupaten yang terdiri dari :
a. Tim Pengarah merupakan Tim Pengarah PNPM Mandiri Kabupaten;
b. Tim Pelaksana, terdiri dari :
1. Ketua : Kepala Dinas Lingkup Pertanian
2. Sekretaris : Kepala Bidang di lingkup Dinas Pertanian
3. Anggota : Penyelia Mitra Tani dan instansi terkait



Bagian kedua
Tugas Utama Tim Teknis Kabupaten

Pasal 10

Tugas utama dari Tim Teknis Kabupaten adalah :

a. menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembangan PUAP sebagai
penjabaran dari Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan oleh Provinsi;

b. mengkoordinasikan usulan desa, Gapoktan dan Pengurus penerima dana BLM
PUAP 2012 dari desa/kelurahan;

c. melakukan verifikasi dokumen administrasi penerima dana BLM PUAP 2012;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM Mandiri di tingkat
kabupaten/kota;

e. mengesahkan dan menyetujui RUB yang diusulkan Gapoktan serta dokumen
administrasi Gapoktan lainnya;

6. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan
PUAP di tingkat kecamatan dan desa berkoordinasi dengan PMT.

Bagian ketiga
Tim Teknis Tingkat Kecamatan

Pasal 11

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat kecamatan, maka Camat

menunjuk Tim Teknis PUAP tingkat kecamatan dan ditetapkan oleh Bupati atau

pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Tim Teknis Tingkat Kecamatan

dengan susunan sebagai berikut :

a. Ketua : Camat

b. Sekretaris : Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau Kepala
Seksi/Staf yang ditunjuk langsung oleh camat

c. Anggota : Kepala Desa

Bagian keempat
Tugas Utama Tim Teknis Kecamatan

Pasal 12

Tugas utama Tim Teknis Kecamatan meliputi :

a. melaksanakan identifikasi dan verifikasi desa, Gapoktan, dan Pengurus calon
penerima BLM-PUAP 2012;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan PUAP di tingkat kecamatan.

Bagian kelima
Tim Teknis Tingkat Desa (Komite Pengarah)

Pasal 13

Untuk meningkatkan koordinasi antara Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Desa

maka pelaksanaan PUAP ditingkat desa dibentuk Tim Teknis PUAP Tingkat Desa

yang disebut juga sebagai Komite Pengarah yang terdiri dari :

a. Ketua : Ketua BPD / Wakil Tokoh Masyarakat bersifat independen dari
pinjaman dana BLM-PUAP

b. Sekretaris : Penyuluh Pendamping

c. Anggota : Wakil dari salah satu anggota Gapoktan




Bagian keenam
Tugas Utama Tim Teknis Desa

Pasal 14

Tugas utama Tim Teknis Desa meliputi :

a. melaksanakan kebijakan teknis yang dirumuskan oleh Bupati;

b. pengendalian pelaksanaan PUAP ditingkat desa;

¢. memberikan masukan dan pertimbangan dalam penetapan RUB pada saat
rapat anggota;

d. mengawasi penggunaan dana BLM-PUAP sesuai keputusan rapat anggota;

e. memberikan masukkan dan pertimbangan dalam penumbuhan dan
pengembangan unit usaha otonom Gapoktan;

BAB VI
PENYELIA MITRA TANI (PMT)

Bagian Kesatu
Pengertian PMT

Pasal 15

PMT adalah tenaga professional yang direkrut oleh Kementerian Pertanian yang
mempunyai tugas utama mensupervisi dan advokasi kepada penyuluh pendamping
dalam pengembangan usaha agribisnis perdesaan.

Bagian Kedua
Kriteria PMT

Pasal 16

Kriteria PMT meliputi :

memiliki jenjang pendidikan formal minimal Diploma Iil;

memiliki keahlian di bidang keuangan mikro;

memiliki keahlian dasar di bidang computer;

berdomisili di Kabupaten lokasi PUAP;

mengikuti pelatihan dasar tentang agribisnis dan sistim pelaporan PUAP
(manual e-form).

copop

Bagian Ketiga
Penempatan PMT

Pasal 17

(1) PMT ditempatkan di Kabupaten penerima PUAP dengan Surat Keputusan
Menteri Pertanian;

(2) Tempat kedudukan PMT sehari-hari berada di kantor Sekretariat Tim Teknis
PUAP Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Uraian Tugas PMT

Pasal 18

Uraian tugas PMT meliputi :

a. melakukan supervisi dan advokasi proses penumbuhan kelembagaan kepada
gapoktan melalui Penyuluh Pendamping;

b. melaksanakan pertemuan regular dengan penyuluh pendamping dan
Gapoktan;




c. melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya;

d. melaksanakan pengawalan pemanfaatan dana BLM-PUAP yang dikelola oleh
Gapoktan;

e. bersama dengan penyuluh TOT, melakukan pelatihan Gapoktan dan penyuluh
pendamping;

f. bersama dengan Tim Teknis Kabupaten melaksanakan evaluasi pelaksanaan
PUAP tahun sebelumnya dan membuat laporan tentang perkembangan
pelaksanaan PUAP kepada Tim PUAP Pusat melalui e-form/Scanning dan
laporan tertulis melalui Tim Pembina Propinsi c.q Sekretariat Propinsi;

g. melaksanakan fungsi pendampingan bagi Gapoktan PUAP yang telah berhasil
meningkatkan kinerja usaha dan jumlah dana keswadayaan sehingga tumbuh
menjadi lembaga ekonomi petani atau lembaga keuangan mikro Agribisnis
(LKMA);

BAB Vii
PENYULUH PENDAMPING

Pasal 19

Penyuluh pendamping dalam pelaksanaan PUAP sangat diperlukan perannya
dalam mengembangkan usaha agribisnis di perdesaan yang dikelola oleh
GAPOKTAN/Kelompok Tani dilokasi PUAP.

Bagian Kesatu
Tugas Penyuluh Pendamping

Pasal 20

Tugas penyuluh pendamping :

a. melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian;

b. memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran
hasil usaha;

c. membantu memecahkan permasalahan usaha petani/kelompok tani, serta
mendampingi Gapoktan selama penyusunan dokumen PUAP dan proses
penumbuhan kelembagaan;

d. melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai
potensi desa;

e. membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi
dan pasar;

f. bersama PMT, memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dan
pengelolaan dana BLM PUAP;

g. membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan PUAP;

Bagian Kedua
Uraian Tugas Penyuluh Pendamping

Pasal 21

Tugas penyuluh pendamping terdiri dari :
a. ldentifikasi Potensi Wilayah
1. melakukan persiapan pengumpulan data primer dan skunder (agroklimat,
teknis, sosial dan ekonomi);
2. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data potensi wilayah;
3. mengidentifikasi dan menetapkan potensi wilayah;
4. merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah.

b. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)
Tugas penyuluh pendamping dalam penyusunan RUB sebagai berikut :
1. menyediakan data dan informasi potensi desa;




2.
3.
4,

membimbing dan membantu Gapoktan;

mengikuti Rapat Anggota dalam penetapan RUB;

menyampaikan RUB yang telah disahkan Rapat Anggota GAPOKTAN
kepada Tim Teknis Kabupaten untuk disetujui.

¢. Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK)

1.
2.
3.
4

menyediakan data dan informasi potensi desa,;
membimbing dan membantu kelompok tani;

mengikuti Rapat Anggota dalam penetapan RUK;
mengesahkan RUK yang telah disusun oleh kelompok tani.

d. Pengembangan Unit Usaha Otonom Gapoktan

1.

Noo AwN

memotivasi pengurus Gapoktan untuk menginisiasi dan membentuk unit
usaha otonom;

mengembangkan peluang usaha agribisnis menjadi unit usaha otonom;
membantu pengurus gapoktan menyusun rencana unit usaha otonom;
menyarankan kepada pengurus Gapoktan untuk mengajukan rencana usaha
dalam Rapat Anggota;

mengidentifikasi calon tenaga pengelola unit usaha otonom;

menyiapkan calon tenaga pengelola unit usaha otonom;

membimbing administrasi pengelolaan unit usaha otonom.

e. Kunjungan dan Pertemuan Rutin
Kunjungan penyuluh pendamping dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati
bersama Gapoktan/Kelompok Tani, melalui kunjungan ini diharapkan penyuluh
pendamping dapat mendampingi dan membantu memecahkan masalah usaha
agribsinis Gapoktan/Kelompok Tani dalam mengembangkan usaha agribisnis.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kunjungan antara lain :

1.

3.

Penyuluh pendamping melakukan kunjungan ke kelompok tani sebanyak

minimal 4 kali seminggu dan kunjungan ke Gapoktan minimal 1 kali minggu

disesuaikan dengam jadwal kunjungan system LAKU;

Tujuan kunjungan penyuluh pendamping ke Gapoktan/Kelompok Tani yaitu :

a. menyampaikan informasi dan teknologi baru kepada petani;

b. memfasilitasi proses belajar megajar Gapoktan/Kelomok Tani;

c. mendampingi dalam penyusunan RUB Gapoktan dan RUK Kelompok
tani;

d. membimbing penerapan teknologi usaha tani;

e. pemeriksaan Lapangan bersama-sama petani untuk mengetahui
permasalahan yang terdapat di lapangan;

f. membantu pemecahan permasalahan teknis maupun ono teknis yang
dihadapi petani;

g. menampung permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh penyuluh
pendamping untuk disampaikan ke Penyelia Mitra Tani (PMT).

Prinsip Kunjungan penyuluh pendamping, meliputi :

a. teratur, terarah dan berkelanjutan;

b. kunjungan dilakukan melalui pendekatan kelompok;

c. pertemuan dapat dilakukan di saung petani, rumah ketua kelompok tani.
Pertemuan dipimpin oleh ketua Gapoktan/Kelompok Tani;

d. pertemuan untuk memecahkan permasalahan usaha agribisnis
perdesaan yang dihadapi Gapoktan/Kelompok Tani;

e. materi pendampingan disesuaikan dengan keadaan usaha agribisnis
Gapoktan/Kelompok Tani.

4. Materi Kunjungan Penyuluh Pendamping, meliputi :

a. pengelolaan dana PUAP dan pengembangan usaha agribisnis péerdesaan
yang disampaikan kepada Gapoktan/Kelompok Tani dengan cara

~ memberikan penjelasan dan diskusi;

b. kunjungan hendaknya bersifat meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan petani dalam mengelola usaha agribisnis
Gapoktan/Kelompok Tani;

c. menentukan materi kunjungan yang akan disampaikan pada pertemuan
berikutnya




BAB VIii
GAPOKTAN

Bagian Kesatu
Pengertian GAPOKTAN

Pasal 22

GAPOKTAN sebagai pelaksana PUAP merupakan gabungan dari minimal 2
kelompok tani dalam satu kawasan desa dan maksimal tidak ditentukan sesuai
dengan kondisi desa setempat, dengan tujuan untuk menggalang kepentingan
bersama secara kooperatif agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil
guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau
perluasan usaha tani, pemasaran serta kerjasama dalam peningkatan posisi tawar.

Bagian kedua
Pengurus GAPOKTAN

Pasal 23

Untuk menjalankan pengelolaan PUAP maka GAPOKTAN PUAP dilengkapi
pengurus yang ditetapkan melalui Rapat Anggota (RA) yang dimasukkan dalam
dokumen AD/ART Gapoktan, terdiri dari :

a. Ketua, dengan tugas mengkoordinasikan, mengorganisasikan serta
bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan PUAP dengan rincian
tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan hasil keputusan Rapat Anggota;

2. memimpin rapat pengurus yang dihadiri pengurus kelompok tani, komite

pengarah dan penyuluh pendamping;

3. menanda tangani surat menyurat dan dokumen pelaksanaan PUAP
(Rencana Usaha Bersama) dan dokumen yang terkai dengan pencairan
dana PUAP;
mewakili Gapoktan dalam pertemuan dengan pihak lain;
mengkoordinasikan pelaoran dan pertanggungjawaban dana;
memimpin organisasi dan administrasi Gapoktan PUAP.
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b. Sekretaris, bertugas melaksanakan administrasi kegiatan Gapoktan PUAP,
dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. membuat dan memelihara notulen rapat, berita acara serta dokumen lainnya;

2. menyelenggarakan surat menyurat dan pengarsipannya;

3. menyelenggarakan administrasi dokumen Rencana Usaha Bersama (RUB),
Rencana Usaha Kelompok (RUK), Rencana Usaha Anggota (RUA) dan
kegiatan organisasi lainnya;

4. menyusun faporan bulanan dan laporan tahunan kegiatan Gapoktan.

c. Bendahara, bertugas menangani seluruh kegiatan administrasi keuangan
Gapoktan baik penyaluran maupun pengelolaan dana PUAP, dengan rincian
tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan penarikan/pencairan sesuai dengan jadwal pemanfaatan oleh
anggota;

menyalurkan dana BLM-PUAP sesuai dengan RUB, RUK dan RUA dan

jadwal pemanfaatan dana yang diusulkan anggota;

membukukan setiap penyaluran dana PUAP kepada anggota;

menyimpan dan memelihara arsip pembukuan dana PUAP;

menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan keuangan Gapoktan PUAP.
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d. Masa kepengurusan dijalankan selama 2 (dua) tahun setelah penyaluran dana
PUAP;




e. Penggantian Pengurus dapat dilakukan apabila pengurus tidak melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta
pengurus gapoktan melakukan penyelewengan terhadap dana PUAP.

Bagian Ketiga
Seksi Unit Usaha Otonom
Pasal 24

(1) Dalam pengembangan usaha agribisnis perdesaan Gapoktan dapat
membentuk unit usaha otonom yang meliputi unit simpan pinjam, unit usaha
saprodi, unit usaha pengolahan dan pemasaran. Pembentukan unit usaha
otonom ini disepakati dalam rapat anggota gapoktan:;

(2) Hal-hal penting dalam pembentukan seksi unit usaha otonom sebagai berikut :

a.

seksi unit usaha otonom dapat dibentuk apabila pengembangan dana PUAP
sudah menunjukan peningkatan yang dianggap cukup untuk membiaya
kebutuhan modal seksi unit usaha otonom atau apabila anggota gapoktan
sudah tidak ada lagi yang akan memanfaatkan dana PUAP;

. kepengurusan unit usaha otonom di luar dari pengurus Gapoktan:
. alokasi dana unit usaha otonom tidak dibatasi tergantung kebutuhan dan

kesepakatan dalam rapat anggota;

- keuntungan dari unit usaha otonom disepakati dalam rapat Anggota

Gapoktan dicantumkan dalam AD/ART Gapoktan.

Bagian Ketiga
Rapat Anggota (RA)

Pasal 25

Sebagai forum tertinggi dalam pelaksanaan PUAP, Rapat Anggota dilaksanakan
dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Rapat Anggota dihadiri oleh seluruh pengurus Gapoktan, seluruh anggota
gapoktan, minimal 2/3 dari jumlah anggota gapoktan, wakil dari kelompok tani,
penyuluh pendamping dan komite pengarah;

b. Rapat anggota dilaksanakan secara periodik sesuai kesepakatan anggota;

c. Tujuan rapat anggota adalah untuk menetapkan :
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Rencana Usaha Bersama (RUB);

mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana PUAP;

pola pengembangan agribisnis anggota dan unit usaha otonom Gapoktan;
penetapan dan pengesahan aturan yang diberlakukan untuk pengurus
gapoktan dan anggota gapoktan yang tercantum dalam AD/ART gapoktan;
tata tertib rapat anggota;

Pengesahan pertanggungjawaban pengurus.

BAB IX
KELOMPOK TANI

Bagian Kesatu
Pengertian Kelompok Tani

Pasal 26

Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas
dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi,
sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha
anggota. Jumlah anggota kelompok tani terdiri minimal berjumlah 20 orang atau
disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya dan
dipimpin oleh seorang ketua.




Bagian Kedua
Tugas Ketua Kelompok Tani

Pasal 27

Tugas ketua kelompok tani meliputi :

a. memimpin rapat anggota kelompok dalam penyusunan Rencana Usaha
Kelompok (RUK) berdasarkan Rencana Usaha Anggota (RUA);

b. menyampaikan hasil keputusan rapat anggota Gapoktan kepada anggota
kelompok tani;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan usaha kelompok sesuai hasil
keputusan Rapat Anggota Gapoktan;

d. menyalurkan dana BLM-PUAP yang diterima dari Gapoktan kepada anggota
sesuai RUA.

BAB X
TATA CARA DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA BLM PUAP

Bagian Kesatu
Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)

Pasal 28

Tahapan Penyusunan RUB, antara lain :

a. RUB disusun oleh Gapoktan berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha
agribisnis di Desa PUAP yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping serta
memperhatikan usaha yang dapat menunjang 4 (empat) sukses Kementerian
Pertanian, yaitu : 1) swasembada dan swasembada berkelanjutan; 2)
diversifikasi pangan; 3) nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan 4) peningkatan
kesejahteraan petani;

b. Penyusunan RUB, harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani,
yaitu: 1) usaha budidaya di sub sektor tanaman
pangan/hortikultura/peternakan/perkebunan dan 2) usaha non budidaya meliputi
industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan dan usaha lain
berbasis pertanian (tanaman pangan/ hortikultura/peternakan/perkebunan);

c. RUB disusun oleh Gapoktan dibantu oleh Penyuluh Pendamping. Selanjutnya
RUB diverifikasi oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) untuk disetujui oleh Tim Teknis
Kabupaten/kota;

d. RUB yang sudah disetujui, selanjutnya dikirim ke Tim Pembina PUAP Propinsi
c.q Sekretariat PUAP Propinsi bersama dengan dokumen administrasi
pendukung antara lain : (1) Perjanjian kerjasama, (2) Fakta integritas, (3) Berita
acara, (4) Surat perintah kerja (SPK), (5) Nomor rekening bank Gapoktan yang
masih aktif, (6) Kwitansi/bukti pembayaran bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu
rupiah) yang ditanda tangani Ketua Gapoktan;

Bagian Kedua
Verifikasi Dokumen Gapoktan PUAP

Pasal 29

(1) Tim Pembina PUAP Propinsi c.q Sekretariat PUAP Propinsi meneliti dan
verifikasi dokumen RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang
diusulkan Gapoktan;

(2) RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang tidak memenuhi
syarat, dikembalikan oleh Tim Pembina PUAP Propinsi ¢.q Sekretariat PUAP
kepada Tim Teknis Kabupaten/kota untuk diperbaiki dan dilengkapi;

(3) RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang sudah dinyatakan
memenuhi syarat selanjutnya dibuat rekapitulasi dokumen kemudian dikirimkan




kepada Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian melalui Tim Pembina PUAP Propinsi c.q Sekretariat PUAP
Propinsi.

Bagian ketiga
Prosedur Penyaluran BLM PUAP

Pasal 30

(1) Direktur Pembiayaan Pertanian selaku PPK pada Direktorat Jenderal Prasarana
dan sarana Pertanian melakukan proses penyaluran dana BLM-PUAP 2012
kepada Gapoktan sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen
Gapoktan yang telah ditetapkan;

(2) Penyaluran dana BLM PUAP dilakukan dengan mekanisme pembayaran
Langsung (LS) ke rekening Gapoktan;

(3) Surat Perintah Membayar (SPM-LS) diajukan ke Kantor pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta dengan lampiran :
a. ringkasan keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
tentang penetapan desa dan Gapoktan penerima BLM PUAP Tahun 2012;
b. rekapitulasi dokumen dari Tim Pembina PUAP Propinsi;
c. kwitansi yang sudah ditandatangani Ketua Gapoktan dan diketahui/disetujui
oleh Tim Teknis Kabupaten dengan materai Rp. 6000,-;
(4) Penyaluran dana BLM-PUAP dari KPPN Jakarta ke rekening Gapoktan melalui
penerbitan SP2D diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

Bagian keempat
Penyaluran Dana BLM-PUAP kepada Kelompok Tani

Pasal 31

a. Dana BLM-PUAP disalurkan kerekening Gapoktan sesuai dengan RUB;

b. Dana BLM-PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada Kelompok Tani sesuai RUK;

c. Dana BLM-PUAP yang diterima oleh Kelompok Tani disalurkan kepada petani
anggota sesuai RUA.

Bagian kelima
Prosedur Penarikan Dana BLM-PUAP

Pasal 32

a. Pengurus Gapoktan PUAP menginformasikan kepada seluruh petani anggota
melalui Poktan bahwa dana PUAP telah masuk ke rekening Gapoktan;

b. Pengurus Gapoktan meminta kepada seluruh Poktan untuk menentukan jadwal
penarikan sesuai dengan RUK;

c. Pengurus Poktan meminta kepada seluruh petani anggota untuk menentukan
jadwal penarikan sesuai dengan RUA;

d. Penarikan/pencairan dana BLM-PUAP dari kantor Bank penyalur dilaksanakan
secara bertahap sesuai dengan jadwal pemanfaatan yang disepakati pada
Rapat Anggota;

e. Formulir penarikan dana PUAP harus ditandatangani oleh ketua dan bendahara
Gapoktan serta dilaporkan kepada Tim teknis kabupaten;

f. Dana BLM-PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada kelompok tani sesuai
Rencana Usaha Kelompok (RUK);

g. Dana BLM-PUAP yang diterima oleh kelompok tani disalurkan kepada anggota
sesuai Rencana Usaha Anggota yang nilainya ditetapkan berdasarkan hasil
kelayakan usaha anggota yang sebelumnya telah dilakukan survey lokasi usaha
anggota oleh pengurus gapoktan, penyuluh pendamping dan tim teknis.




Bagian Keenam
Pemanfaatan Dana BLM-PUAP

Pasal 33

(1) Pemanfaatan dana BLM-PUAP bagi GAPOKTAN diutamakan untuk
memperkuat permodalan usaha produktif disektor pertanian/peternakan
perkebunan baik budidaya maupun non budidaya sesuai dengan
RUB/RUK/RUA;

(2) Setiap transaksi dilaksanakan secara transparan dan dibukukan serta bukti
transaksi harus disimpan secara tertib oleh bendahara gapoktan;

(3) Anggota kelompok tani, kelompok tani mengembalikan pinjaman dana BLM-
PUAP kepada GAPOKTAN dengan jangka wakiu yang telah disepakati dan
ditetapkan dalam AD/ART Gapoktan;

(4) Untuk memperiancar pengembalian pinjaman dana BLM-PUAP, mekanisme
angsuran dilakukan dengan sistem bulanan yang telah disepakati dan
ditetapkan dalam AD/ART Gapoktan;

(5) Bendahara GAPOKTAN dapat melakukan tagihan kepada kelompok tani,
anggota kelompok tani apabila angsuran pengembalian dana BLM-PUAP
sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;

(6) Bendahara GAPOKTAN menyampaikan angsuran pengembalian dana BLM-
PUAP yang sudah ada diberikan dari kelompok tani dan anggota kelompok tani
kepada GAPOKTAN,;

(7) Bilamana pemanfaatan dana BLM-PUAP tidak sesuai dengan siklus dan
peluang usaha yang terdapat dalam RUB, maka Gapoktan dapat melakukan
perubahan rencana usaha yang telah diputuskan melalui musyawarah anggota
dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan dan diketahui
oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Tim Teknis Kabupaten;

(8) Dana BLM-PUAP harus ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan oleh
gapoktan sebagai modal dasar unit usaha otonom simpan pinjam yang
selanjutnya dikembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-
A).

BAB Xl
BANK PELAKSANA
Pasal 34

Bank pelaksana dalam penyaluran dan penarikan dana BLM-PUAP untuk
Kabupaten adalah Bank Rakyat Indonesia Unit Ranai Cabang Tanjung Pinang;

BAB Xl
PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BLM PUAP

Bagian Kesatu
Persyaratan Gapoktan

Pasal 35

Gapoktan penerima bantuan modal usaha PUAP harus berada pada desa PUAP
dengan memenuhi kriteria sebagai beikut :

a. Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis;
b. Mempunyai struktur kepengurusan yang akif;

c. Dimiliki dan dikelola oleh petani;

d. Dikukuhkan oleh Bupati Natuna;




e. Apabila di desa tersebut tidak terdapat GAPOKTAN dan baru ada POKTAN,
maka POKTAN dapat ditunjuk menjadi penerima BLM PUAP dan untuk
selanjutnya ditumbuhkan menjadi GAPOKTAN.

Bagian Kedua
Persyaratan Kelompok Tani/Petani Penerima Dana BLM-PUAP

Pasal 36

Kelompok tani / petani calon penerima dana BLM-PUAP harus memenuhi syarat
sebagai berikut :

a. Mempunyai aktivitas usaha produktif sektor pertanian, peternakan dan
perkebunan baik budidaya maupun non budidaya;

b. Berdomisili dan sebagai masyarakat setempat pada desa penerima Prgra
PUAP; -

c. Terdaftar sebagai anggota kelompok tani sesuai usaha produktif yang dikelola;

d. Tidak memiliki pinjaman atau tunggakan pada Bank, Pemerintah dan atau
Lembaga Keuangan lainnya baik anggota gapoktan sebagai calon peminjam
maupun keluarga dalam rumah tangganya;

e. Statusnya bukan nelayan, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala BPD;

f. Sehat jasmani dan rohani serta mampu bekerja keras serta bersifat amanah
dan bertanggung jawab;

g. diutamakan 1 (satu) rumah tangga 1 (satu) orang peminjam;

h. Diutamakan peminjam yang belum pernah mendapatkan bantuan dari
pemerintah. Apabila di desa setempat hampir sebagian masyarkatnya sudah
mendapatkan bantuan dari pemerintah maka diperbolehkan meminjam
berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Anggota dan sesuai dengan
persyaratan yang telah ditentukan;

i. Mengajukan Rencana Usaha Anggota (RUA) bagi anggota kelompok tani yang
dilampiri Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan mengajukan Rencana Usaha
Kelompok (RUK) bagi kelompok tani kepada Gapoktan sesuai dengan
kebutuihan usaha taninya;

j- Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang diajukan ke Gapoktan harus diketahui
oleh penyuluh pendamping;

k. Usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Apabila calon peminjam tidak memberikan data dan keterangan yang

sebenarnya maka usulan pinjaman yang bersangkutan akan dibatalkan.

BAB. XiHi
KETENTUAN DAN ATURAN TEKNIS
PENGEMBANGAN DANA BLM PUAP DI GAPOKTAN

Pasal 37

Ketentuan dan aturan teknis pengembangan dana BLM-PUAP di Gapoktan
ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat yang ditertulis di dalam AD/ART
Gapoktan. Acuan dalam pembuatan AD/ART ini mengacu pada Kerangka Acuan
Kerja (KAK) Kegiatan Pendamping PUAP Kabupaten Natuna.




BAB. XIV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 38

Pembinaan teknis pada tingkat kabupaten dilakukan oleh Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Natuna bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Natuna serta pihak-pihak terkait lainnya dengan

pelaksanaan Program PUAP sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain :

1. Pembinaan teknis usaha produkstif dilakukan oleh dinas teknis di lingkup sektor
pertanian, peternakan dan perkebunan;

2 Pembinaan teknis teknologi inovasi usaha ekonomi ptoduktif dilakukan oleh
BPTP/LPTP;

3. Pembinaan teknis kelembagaan Gapoktan dan unit usaha otonom dilakukan
oleh bidang dan seksi terkait dilingkup pertanian, perkebunan dan peternakan;

Pembinaan pelaksaan PUAP oleh Tim Teknis Kabupaten dan Tim Teknis

Kecamatan kepada Gapoktan PUAP dilakukan dalam bentuk kunjungan,

pertemuan, penyuluhan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan

pemahaman terhadap pola pelaksanaan PUAP.

Bagian Kedua
Pengendalian Tingkat Kabupaten
Pasal 39

Untuk melaksanakan PUAP dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan,
maka pengendalian terhadap PUAP dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan,
penyiapan dokumen gapoktan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan PUAP.

Tim Teknis PUAP Kabupaten melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
PUAP melalui pertemuan regular dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa
bersama dengan Penyuluh Pendamping/Pendamping Desa dan Pendamping
Kecamatan untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis
Bupati dan AD/ART gapoktan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di
lapangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 40

Kepala Desa/Lurah melalui Komite Pengarah yang terdiri dari wakil tokoh
masyarakat, wakil kelompok tani dan penyuluh pendamping melakukan
pengendalian terhadap penggunaan dan perguliran dana PUAP pada gapoktan.

BAB. XV
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Program

Pasal 41

Dalam pelaksanaan pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
melakukan audit kinerja, dengan tujuan pemantauan, pengawalan dan evaluasi
kegiatan terhadap pelaksanaan PUAP. Dari hasil pengawasan diharapkan dapat
diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja PUAP, identifikasi
berbagai kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PUAP




sejak tahap persiapan, penentuan desa/gapoktan, penyaluran dan pemanfaatan
dana Pl:lAP, pengusutan terhadap penyimpangan penggunaan dana PUAP serta
memberikan saran-saran perbaikan umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan

dPUAP terhadap aspek perencanaan dan pengambilan kebijakan PUAP yang akan
ating.

Bagian Kedua
Pengawasan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana PUAP

Pasal 42

Dana PUAP yang disalurkan Kementerian Pertanian kepada gapoktan sebagai
modal usaha diharapkan dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh
pengurus gapoktan.

Kepala Desal/Lurah, Penyuluh pendamping/Pendamping Desa dan Pendamping
Kecamatan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan
pemanfaatan dana PUAP untuk pengembangan usaha produktif.

BAB XVI
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 43

Tujuan monitoring dan evaluasi kegiatan PUAP adalah untuk :

a. Melihat sejauh mana meningkatnya kemampuan pelaku usaha agribisnis,
pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani.

b. Menilai sejauh mana kemampuan dan peningkatan dari kelembagaan petani
dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, serta
melaukan evaluasi sejauh mana meningkatnya fungsi kelembagaan ekonomi
petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses
permodalan.

c. Melakukan sejauh mana berkurangmya kemiskinan dan pengangguran dengan
telah disalurkanya dana BLM-PUAP.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 44

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam evaluasi kegiatan PUAP adalah

diketahuinya hal sebagai berikut :

a. Perkembangan dari GAPOKTAN/ Poktan yang dikelola oleh petani sebagai
penerima Program PUAP;

b. Perkembangan usaha agribisnis di desa miskin/tertinggal setelah disalurkannya
BLM PUAP;

c. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga tani miskin/petani (pemilik atau
penggarap) skala kecil, buruh tani, dan melihat sejauh mana perkembangan
usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan maupun
musiman.




Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 45

(1) Evaluasi awal kegiatan lebih ditekankan pada identifikasi dan kompilasi data
dasar. Identifikasi data dasar dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran data
ditinjau dari segi administrasi, teknis , keuangan dan manfaat darikegiatan yang
diusulkkan dalam rencan usaha bersama (RUB) serta kesesuaian persyaratan
untuk memperoleh dana BLM PUAP;

(2) Evaluasi persiapan awal ditingkat kabupaten dilaksanakan setelah memperoleh
Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian dan dilakukan oleh Tim Teknis
Kabupaten. Caranya adalah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi data isian
formulir 1, formulir 2, formulir 3 dan formulir 4 bersumber dari formulir yang
terdapat dalam Pedoman Umum PUAP, sedangkan formulir 2 B bersumber dari
formulir yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BLM-PUAP.
Dari isian formulir-formulir tersebut di atas, maka disusun Rekapitulasi
Persiapan Awal Kabupaten (Formulir PAK) berupa tabel Data Dasar Tingkat
Kabupaten;

(3) Penyusunan Formulir PAK dilakukan dengan cara mengkompilasi data dari
Formulir 1 (Nama Gapoktan dan Nomor Rekening gapoktan), Formulir 2 (Nilai
rupiah masing-masing usaha produktif : Budidaya dan Non Budidaya), Formulir
3 (Nama Penyuluh Pendamping) dan Formulir 4 (Nama Penyelia Mitra Tani)
serta Formulir 2B (Nama Kelompok).

Bagian Keempat
Monitoring Pelaksanaan

Pasal 46

Monitoring pelaksanaan PUAP di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim POKJA
Monitoring dan Evaluasi (POKJA Monev) yang dapat dibentuk oleh Tim Teknis
Kabupaten, yaitu :

a. Aktivitas GAPOKTAN dan Penyuluh Pendamping

Aktivitas GAPOKTAN dan Penyuluh Pendamping merupakan salah satu
indicator yang mencerminkan dinamika pelaksanaan kegiatan PUAP. Untuk
melakukan monitoring  aktivitas GAPOKTAN dan Penyuluh Pendamping
tersebut, dapat memanfaatkan Rekapitulasi Perkembangan Usaha POKTAN
(Formulir 5 D-R). Formulir ini diolah dan direkap dari formulir 5 D (laporan
Perkembangan Usaha Poktan pada Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana BLM-
PUAP.

Tata cara monitoring terhadap aktvitas GAPOKTAN dan Penyuluh Pendamping
yang dilakukan POKJA Monev Kabupaten adalah dengan memeriksa formulir 5
D-R sebagai bukti absensi dan membuat rekapitulasi pada formulir MK-GP
setiap triwulan.

b. Peningkatan Fungsi Kelembagaan Ekonomi Gapoktan

Salah satu indicator keberhasil Gapoktan dalam menjalankan fungsi
kelembagaan dapat dilihat dari besarnya realisasi penyaluran BLM-PUAP dan
jumlah anggota yang memperoleh bantuan.

Untuk melakukan monitoring aktivitas GAPOKTAN dan Penyuluh Pendamping
tersebut, dapat Rekapitulasi Perkembangaota yang menerima BLM-PUAP
Usaha Poktan (formulir 5 D-R). Formulir ini diolah dan direkap dari formulir 5 D
(Laporan Perkembangan Usaha Poktan pada Petunjuk Teknis Pemanfaatan
Dana BLM — PUAP, yang dimonitor dari laporan Formulir 5D-R (Laporan
Gapoktan) (kolom 3) dan nilai penyaluran pada (kolom 4). Semakin banyaknya



jumlah anggota yang menerima BLM — PUAP maka dikategorikan semakin
meningkat, begitu juga dengan banyak jumiah yang menerima bantuan semakin
meningkat juga.

Dapat juga dilihat dari realisasi penyaluran dengan RUB (Formulir 2), jika
realisasi mendekati RUB Gapoktan semakin baik.

Laporan hasil monitoring pelaksana PUAP ( Formulir MK-KE ) dapat dibuat
melalui SIM PUAP untuk setiap bulan setiap Triwulan dan dapat dibuat dalam
rangkap 2 ( yang asli dikirim ke Tim Pembina Propinsi sedangkan salinan arsip
Tim Teknis Kabupaten ).

¢. Peningkatan Kemampuan Agribisnis GAPOKTAN
Salah satu indikator untuk melihat pendapatan petani (yang memperoleh
bantuan) dapat dilihat dari perkembangan agribisnis Gapoktan (angka yang dari
dana yang dipinjam). Monitoring ini dilakukan dengan menggunakan Formulir D-
R kolom (5) yang berisi perkembangan agribisnis Gapoktan. Untuk menilai
kemapuan agribisnis dapat dibantu dengan membuat rekapitulasi
perkembangan agribisnis Gapoktan yaitu dengan memasukan total nilai
penyaluran (kolom 8) dengan (kolom 4), dimana semakin besar presentase
perkembangan agribisnis Gapoktan maka diasumsikan semakin berhasil dalam
meningkatkan kemampuan ekonomi anggotanya.

Laporan hasil monitoring pelaksana PUAP (Formulir MK-KA) dapat dibuat melalui
SIM PUAP untuk setiap bulan setiap triwulan dan dibuat dalam rangkap 2 ( yang
asli dikiim ke Tim Pembina Propinsi sedangkan salinan arsip Tim Teknis
Kabupaten ).

BAB XVii
PELAPORAN GAPOKTAN

Bagian Kesatu
Laporan Penyaluran dana BLM-PUAP kepada Kelompok

Pasal 47

Laporan penyaluran dan BLM-PUAP Kepada Kelompok Tani :

a. GAPOKTAN menyusun laporan bulanan penyaluran dana PUAP kepada
kelompok tani sesuai dengan jadwal pemanfaatan yang diusulkan oleh
kelompok tani;

b. Pengurus GAPOKTAN melaporkan jenis-jenis usaha produktif dilaksanakan
oleh kelompok tani yang telah dibiayai melalui dana PUAP yang sudah diterima;

c. Laporan bulanan GAPOKTAN yang mencakup penyaluran dana PUAP dan jenis
usaha produktif sebagaimana pada butir a dan b dituangkan dalam (formulir
5A);

d. Laporan (formulir 5A) dikiimkan oleh GAPOKTAN kepada Penyuluh
Pendamping untuk selanjutnya dikompilasi oleh PMT menjadi formulir elektronik
untuk dikirim ke Operation Room Kementerian Pertanian dan menjadi bahan
laporan Tim Teknis Kabupaten.

Bagian Kedua
Laporan Penyaluran dana BLm-PUAP kepada Petani Anggota

Pasal 48

Tahapan laporan penyaluran dana BLM-PUAP kepada petani anggota meliputi :

a. Ketua Kelompok Tani menyusun laporan bulanan penyaluran dana BLM-PUAP
kepada petani anggota sesuai dengan jadwal pemanfaatan yang diusulkan oleh
petani anggota;




b. Ketua kelompok tani melaporkan jenis-jenis usaha produktif yang dilaksanakan
oleh petani anggota yang dibiayai melalui dana BLM-PUAP;

c. Laporan bulanan yang mencakup penyaluan dana BLM-PUAP dan jenis usaha
produktif sebagaimana pada butir adan b dituangkan dalam (Formulir 5B);

d. Laporan (Formulir 5B8) dikirimkan oleh Ketua Kelompok Tani kepada
GAPOKTAN untuk selanjutnya dikompilasi menjadi bahan laporan GAPOKTAN.

Bagian ketiga
Laporan Perkembangan Usaha GAPOKTAN

Pasal 49

Laporan perkembangan usaha Gapoktan meliputi : 7

a. GAPOKTAN membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan usaha

agribisnis yang dilakukan oleh kelompok tani mencakup 1) modal usaha awal, 2)

nilai usaha akhir, dan 3) pendapatan.

Dalam penyusunan laporan GAPOKTAN dibantu Penyuluh Pendamping.

c. Laporan perkembangan usaha GAPOKTAN (formulir 5C) dikirimkan oleh
GAPOKTAN kepada PMT melalui Penyuluh Pendamping.

o

Bagian keempat
Laporan Perkembangan Usaha Kelompok

Pasal 50

(1) Ketua kelompok memberikan laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan
usaha agribisnis yang dilakukan oleh kelompok tani mencakup 1) modal usaha
awal, 2) nilai usaha akhir, 3) pendapatan;
(2) Dalam penyusunan laporan Kelompok dibantu Penyuluh Pendamping;
(3) Laporan perkembangan usaha Kelompok (formulir 5D) dikirimkan kepada
GAPOKTAN untuk selanjutnya dikompilasi menjadi laporan GAPOKTAN;

Bagian kelima
Laporan Tahunan GAPOKTAN

Pasal 51

(1) Berdasarkan laporan bulanan pada akhir tahun GAPOKTAN menyusun laporan
tahunan yang mencakup :
a. Penyaluran dana BLM-PUAP;
b. Jenis-jenis usaha produkif;
c. Perkembangan Kegiatan Usaha Agribisnis;
d. Permasalahan yang dihadapi;
e. Saran tindaklanjut.

(2) Laporan tahunan yang telah disahkan pada Rapat Anggota selanjut
disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten. P 99 juinya




BAB XVl
PELAPORAN PENYULUH PENDAMPING

Bagian Kesatu
Laporan Potensi Desa

Pasal 52

Pada tahap awal penyuluh pendamping melakukan identifikasi potensi desa yang
meliputi kegiatan budidaya (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan
perkebunan) dan kegiatan non budidaya (industri rumah tangga, pemasatan/baulan
dan usaha lainnya yang berbasis pertanian) sebagaiman dituangkan dalam formulir
3. Data potensi desa akan digunakan oleh Gapoktan /kelompok tani untuk
menyususn RUB dan RUK.

Bagian Kedua
Laporan Data Dasar Desa

Pasal 53

Disamping melakukan identifikasi potensi desa, penyuluh pendamping juga akan
melakukan pengumpulan data dasar desa berdasarkan instrument yang tercantum
dalam formulir 4. Data dasar desa adalah data awal yang akan digunakan untuk
menilai kinerja pelaksanaan PUAP.

Bagian ketiga
Laporan Rencana Usaha Bersama (RUB)

Pasal 54

Penyuluh pendamping menyampaikan RUB (formulir 2) dan dokumen
pendukungnya yang disusun oleh Gapoktan kepada Penyelia Mitra Tani.

Bagian keempat
Laporan perkembangan kegiatan usaha agribisnis

Pasal 55

Penyuluh pendamping menyampaikan laporan perkembangan usaha
Gapoktan/kelompok tani (formulir C) disampaikan secara berkala setiap bulan
kepada PMT dan kepada Desa sebagai anggota Tim Teknis Kecamatan.

BAB XIX
EVALUASI DAN PELAPORAN PMT

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 56

Evaluasi yang harus dilakukan PMT adalah berkaitan dengan :

a. Evaluasi terhadap penyuluh pendamping dan Gapoktan dalam pengembangan
usaha agribisnis Gapoktan. Evaluasi dilakukan dengan pertemuan rutin dengan
penyuluh pendamping di mana PMT bertugas :

1. Menyusun jadwal pelaporan para penyuluh pendamping kepada PMT.
2. Mengontrol kelengkapan laporan penyuluh pendamping.

b. Menyediakan bahan evaluasi bagi Tim Teknis Kabupaten, BPTP dan Tim Pusat,
meliputi :
1. Aktivitas Gapoktan dan Penyuluh Pendamping




2. Peningkatan Fungsi Kelembagaan Ekonomi Gapoktan
3. Peningkatan Kegiatan Agribisnis Gapoktan

BAB XX
PEMBIAYAAN

Pasal 57

Pembiayaan BLM-PUAP kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Kementerian Pertanian dan didukung oleh Dana Pendamping APBD Il melalui
Kegiatan Pendamping PUAP.

BAB XXI
SANKSI HUKUM

Pasal 58

Apabila GAPOKTAN sebagai penerima pinjaman Dana BLM-PUAP melakukan
kelalaian dan penyelewengan terhadap penggunaan dana serta tidak dapat
mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,
maka Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Tim Teknis Kabupaten dapat
melakukan dan mengambil tindakan hukum sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 18
Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Natuna tahun 2011 (Berita
daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut sejak bulan januari 2012. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.
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